KOP SURAT SATKER

1.

SURAT PERNYATAAN
Nomor : XXXXXX

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama e

2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

3. Satuan Kerja PP (XxXXXXX)
4. Unit Organisasi e e (xx)

5. Kementerian Negara/Lembaga ........c.coooiiiiiiiiiiiiiiinnnnn. (xxx)

dengan ini menyatakan bahwa:

Besaran UP Satker yang akan diajukan untuk Tahun Anggaran ........ adalah sebagai berikut:

No. Uraian Jumlah

Pagu DIPA

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP dalam 1 (satu) tahun

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Tunai dalam 1 (satu) tahun

BlLIN(=

Pagu Jenis Belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah dalam 1
(satu) tahun

Besaran UP Satker per bulan

Perubahan Besaran UP melampaui Besaran UP Satker per bulan

N|@e|o

Besaran UP Tunai atau Perubahan Besaran UP Tunai (60%)/ Perubahan Proporsi UP
Tunai

Besaran UP Kartu Kredit Pemerintah atau Perubahan Besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah (40%)/ Perubahan Proporsi Kartu Kredit Pemerintah

. Uang Persediaan (UP) tersebut akan dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari

satuan kerja dan tidak untuk membiayai pengeluaran yang menurut peraturan perundang-undangan
harus dilakukan dengan pembayaran langsung (LS);

Bersedia untuk menyetorkan ke kas negara melalui BP, besaran/ jumlah potongan UP Tunai yang
telah ditetapkan KPPN atau melakukan pemotongan atas penggantian UP Tunai yang diajukan
sebesar jumlah potongan yang telah ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian
(revolving) UP Tunai minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan .
Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari total besaran/ proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN
sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah dengan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan
Kartu Kredit Pemerintah Tingkat Satker.

Mematuhi besaran UP Tunai/ perubahan besaran UP Tunai serta besaran UP Kartu Kredit
Pemerintah/ perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang telah disetujui oleh KPPN dan
menggunakannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kota, ............ 20XX
Kuasa Pengguna Anggaran,
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SURAT PERNYATAAN UANG PERSEDIAAN
Nomor : X23O000(

Sehubungan dengan pengajuan Uang Persediaan (UP), vang bertandatangan di

bawah ini :
1. Nama
2. Jabatan

3. Satuan Kerga
4. Unit Organisasi

3. Kementerian Negara/Lembaga

____________________________________________________ 1)

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dengan ini menyatalan babwa:

1. Besaran UP Satker vang diajulan untuk Tahun Anggaran ... [5]... =
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2. UP tersebut alan dipergunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional
sehari-hari Satker dan fatau membiaval pengeliuaran vang tidak dapat dilakukan
melalul pembayaran LS.

3. Bersedia untuk menvetorkan ke kas negam melalui BP, besaran fjumlah potongan
UP Tunai yang telah ditetapkan KPPN atau melalaikan pemotongan atas
penggantian UP Tunai vang diajukan sebesar jumlah potongan vang telah



ditetapkan KPPN sebagai akibat tidak melakukan penggantian frevolvitg) UP Tunai
minimal 1 {satu) kali dalam 1 {satu] bulan sejak SP2D-UP Tunai diterbitkan.

. Bersedia dilakukan pemotongan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah sebesar 25%
(dua puluh lima persen| dari total besaran/proporsi UP Karmu Kredit Pemerintah
vang telah disetnjui oleh KFPN sebagai akibat ditemukannya ketidaksesuaian
pelaksanaan pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dengan
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembavamn dengan Kartu
Kredit Pemerintah Tinghkat Satker.

. Mematuhi besaran UP Tunaifperubahan besaran UP Tunai serta besaran UP
Kartu Kredit Pemerintah/perubahan besaran UP Karmu Kredit Pemerintah yang
telah disetuui oleh EKPPN dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan vang telah ditetapkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

RN | 5 -~ MR 5 H ot R
Kuasa Penggina Anggaran,
...................... {17)..
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FETUNJUK FENGISIAN
SURAT PFEENYATAAN UANG PERSEDIAAN

NO.

URAIAN

(1

Diizi dengan nama Kuasa Penppuna Angpaman (KPA).

@

Diizi dengan nama Saticer.

13

Diizi dengan nama Umt Kerja/ Orpanisasi /Exelon 1

@)

Dii=i dengan nama Kementerian Negara/ Lembaga.

]

[hizi dengan nomor uriat.

18

(9)

| Diizi dengan total Pagu DIPA Satker jdalam Rupiah).
| Diisi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP selama 1 |satu)

tahun (dalam Rupah).

Diizi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarlsn melalin UP Tuna selama 1
(satu) ahim yaiti sebesar 60% (enam puluh persen) dan pagu jenis belanja yvang
biza dibeyvarkan melalui UP (dalam Rupiah).

110]

Diizsi dengan pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan melalui UP Kartu Kredit
Pemerintah selama 1 (satu) tahun yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
jeniz belanja vang bisa dibayarlan melalui UP [dalam Rupish).

(11)

iz dengan besaman UP Satker per bulan sesual dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran dalam mnpka Pelaksansan
Anggaran Pendapatan dan Belsnja Negama [dalam Rupiah).

(12

(13)

Diizsi denpgan perubahan bessran UP melampaui besatan UP Satker per bulan yang
telah disetujui Kepala Kanwil DUPh setempat (dalam Rupiah).

Diizi dengan:

a. Besaran UP Tunai yaitu 60% dari besaran UP Satker per bulan atau 60% dari
perubshan besaran UP melampaui besaran UP Satleer per bulan yang telah
dizetujui Kepala Kanwil DU Pb setempat (dalam Rupiah); atau

b. Perubahan proporsi UP Tunmsd yaitu proporsi leboh loecil/lebih besar dari 60%
dikalilan dengan besaran UP Satlker per bulan atau proporsi lebih kecilflebih
besar dari 60% dilmlikan dengan perubahan besaran UP melampaui besaran UP
Satuan Herja per bulan (dalam Rupiah). Penetapan perubahan proporsi UP Tunai
diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb setempat.

(14]

Diisi dengan:

a. Besaman UP Kartu Eredit Pemerintah yaitu 40% dan besaran UP Satloer per bulan
atau 40% dari perubaben besaran UP melampaui besaran UP Satker per bulan
yang telah disetujui Kepala Kanwil DJPb setempat (dalam Rupiah); atau

b. Perubahan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah yaitu proporsi lebih kecil/lebib
besar dan 40% dikalikan dengan besaran UP Satker per bulan atau proporsi
lebih kecil/lebih besar dan 40% diksliken dengan perubahen besaran UP
melampaun besaran UP Satler per bulan jdalam Rupiah). Penetapan perubshan
proporsi UP Kartu Hredit Pemerintabh diberiban deh Hepala Hanwil OJPb
setempat.

{15)

(18]
LA

Dii=i dengan tanggal, bulan, dan tshun penandatsnganan Sumat Pernyataan UP.
Tiizi dengan mnda tangan KPA dan dibubuhi cap dinas. —=— ==

{18)

Dnisi dengan nama lengkap KPA.

{19)

Diisi dengan NIF EPA japabila ada).




